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RINGKASAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya membuat kemajuan
yang signifikan dalam memberikan layanan yang cepat, sederhana, dan berbiaya
ringan mereka yang mencari keadilan. Dengan mengusung tema sidang istimewa
laporan tahunan tahun 2018, Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi,
Mahkamah Agung RI telah meluncurkan aplikasi e-Court yang menyediakan
pengelolaan administrasi perkara secara elektronik bagi para pencari keadilan,
meliputi pendaftaran perkara (e-filing), pembayaran (epayment), dan
panggilan/pemberitahuan (e-summons) secara elektronik (online). Adanya e-court
bertujuan untuk menghadirkan layanan pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya
ringan. Sasaran ini dimaksudkan agar pengadilan dapat bekerja secara efektif,
efisien dan transparan dalam menangani perkara serta cepat dalam memberi
keputusan atas sengketa. Layanan administrasi perkara secara elektronik telah telah
memudahkan bagi masyarakat yang mencari keadilan. Dari segala kemudahan yang
ditawarkan dari sistem e-litigasi tersebut, penerapan e-litigasi juga menghadirkan
tantangan, salah satunya mengenai masalah keamanan sistem. Keamanan sistem e-
litigasi menjadi krusial mengingat data dan dokumen yang dipertukarkan bersifat
rahasia dan memiliki implikasi hukum yang signifikan. Potensi ancaman seperti
peretasan, pencurian data serta manipulasi informasi dan lainnya dapat mengancam
integritas dan validitas proses peradilan elektronik.

Dalam penulisan tesisi ini penulis menggunakan penelitian dengan jenis
penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskirptif dan tipe penelitian
yang berorientasi pada perubahan (reform oriented). Pendekatan dalam penelitian
ini menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan Pendekatan
Konseptual (Conceptual Approach) dengan sumber bahan hukum berupa bahan
hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7
Tahun 2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah
menyediakan dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam
pelaksanaan sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun
struktur yang bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan,
khususnya dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi



berbagai tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia
dalam penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun
sosialisasi untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam
perspektif perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah
keamanan yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU
PDP), namun mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data
masih menjadi ancaman serius. Kedua Hakim bertanggung jawab apabila terjadi
manipulasi dalam proses persidangan elektronik pada tahap jawab menjawab,
karena hakim bertanggung jawab dalam melaksanakaan persidangan secara
elektronik, bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen para pihak dalam
tahap jawab menjawab, serta memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan
prosedur. Tanggung jawab Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dalam
memastikan bahwa pengelolaan dara pribadi telah sesuai dengan standar keamanan
yang ketat peradilan tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi yang aman
tetapi juga mencakup pengawasan, pelatihan, serta penegakan dan kepatuhan
hukum yang berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.
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ABSTRAK
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Perdata

Tujuan penelitian ini yang berjudul Keamanan Sistem Persidangan Elektronik (E-
Litigasi) Ditinjau Dari Hukum Acara Perdata. adapun jenis penelitian hukum
normatif menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statue Approach) dan
Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) dengan sumber bahan hukum
berupa bahan hukum primer dan sekunder yang didapat dari studi kepustakaan.

Dari hasil penelitian terdapat kesimpulan yaitu Pertama, PERMA Nomor 7 Tahun
2022 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 secara keseluruhan telah menyediakan
dasar hukum yang cukup baik untuk mendukung modernisasi dalam pelaksanaan
sistem e-court di Indonesia. Aturan-aturan ini berhasil membangun struktur yang
bertujuan untuk mempercepat dan mempermudah proses peradilan, khususnya
dalam hukum perdata. Namun pada efektivitasnya masih menghadapi berbagai
tantangan, seperti tidak meratanya infrastruktur, sumber daya manusia dalam
penerapan disejumlah pengadilan dan kurangnya pelatihan maupun sosialisasi
untuk meningkatkan kemampuan teknis para pengguna sistem. Dalam perspektif
perlindungan data, sistem e-litigasi telah mengambil langkah-langkah keamanan
yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), namun
mengenai kebocoran data, serangan siber hingga manipulasi data masih menjadi
ancaman serius. Kedua Hakim bertanggung jawab apabila terjadi manipulasi dalam
proses persidangan elektronik pada tahap jawab menjawab, karena hakim
bertanggung jawab dalam melaksanakaan persidangan secara elektronik,
bertanggung jawab dalam memverifikasi dokumen para pihak dalam tahap jawab
menjawab, serta memastikan putusan yang adil dan sesuai dengan prosedur.
Tanggung jawab Mahkamah Agung serta lembaga peradilan dalam memastikan
bahwa pengelolaan dara pribadi telah sesuai dengan standar keamanan yang ketat
peradilan tidak hanya terbatas pada implementasi teknologi yang aman tetapi juga
mencakup pengawasan, pelatihan, serta penegakan dan kepatuhan hukum yang
berkaitan dengan pengelolaan data pribadi.
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ABSTRACT

Keywords: System Security, Electronic Trial, E-litigation, Civil Procedure Law

The purpose of this study entitled Electronic Trial System Security (E-Litigation)
Reviewed from Civil Procedure Law. The type of normative legal research uses the
Statute Approach and Conceptual Approach with sources of legal materials in the
form of primary and secondary legal materials obtained from literature studies.

From the research results, there are conclusions, namely First, PERMA Number 7
of 2022 and PERMA Number 1 of 2019 as a whole have provided a fairly good
legal basis to support modernization in the implementation of the e-court system in
Indonesia. These regulations have succeeded in building a structure that aims to
accelerate and simplify the judicial process, especially in civil law. However, its
effectiveness still faces various challenges, such as uneven infrastructure, human
resources in implementation in a number of courts and lack of training and
socialization to improve the technical capabilities of system users. From a data
protection perspective, the e-litigation system has taken security measures in
accordance with the Personal Data Protection Law (UU PDP), but regarding data
leaks, cyber attacks and data manipulation are still serious threats. Second, the
judge is responsible if there is manipulation in the electronic trial process at the
question and answer stage, because the judge is responsible for conducting the trial
electronically, is responsible for verifying the documents of the parties at the
question and answer stage, and ensures a fair decision and in accordance with the
procedure. The responsibility of the Supreme Court and judicial institutions in
ensuring that the management of personal data complies with strict judicial security
standards is not only limited to the implementation of secure technology but also
includes supervision, training, and enforcement and compliance with laws relating
to the management of personal data.
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